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Buku ini mengulas seputar permasalahan tentang KUHP
terbaru dengan menjelaskan keseimbangan monodulistik atau
daad-daader strafrecht kemudian mengaitkan dengan pidana
kerja sosial dengan menguraikan sejarah penerapanya di
dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus namun hal
yang menarik dalam tulisan ini penulis mengemukakan
konsep pidana kerja sosial bukan hanya dalam persefektif
hukum atau litigasi yang berarti pidana kerja sosial akan
diterapkan setelah melalui proses pengadilan tetapi
mengemukakan pidana kerja sosial dalam persfektif non-
litigasi sebagai penguatan bahwa hakikat dari pidana adalah
ultimum remedium atau langkah terakhir yang penulis sebut
dengan istilah sanksi kerja sosial yang mana penerapanya
tidak melalui proses hukum tapi diselesaikan diluar hukum
yang penulis sebut sebagai sanksi kerja sosial.
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BAB
KONSEP HUKUM

PIDANA

A. Konsep Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana oleh Van Hamel adalah : “..het
samenstel van de beginselen en regelen, welke de staat (resp eenige
andere openbare rechgemeenscap) volgt, inzoover hij, als handhaver der
openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan de overtreding zinjer
rechtvoorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf
verbident” (suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan
yang ditaati negara (atau masyarakat hukum umum lainya)
yang mana mereka dalah pemelihara ketertiban hukum umum
telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar
hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-
aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa
pidana”.!

Menurut Prof. Moeljatno, pengertian hukum pidana
adalah sebagai berikut?: “Hukum pidana adalah komponen dari
sistem hukum yang lebih luas di suatu negara. Hukum pidana
meletakkan dasar dan menciptakan pedoman untuk:

1Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Revisi.
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).hlm.15

2 Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukumn Pidana, Revisi. (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2008).hlm.8
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BAB SEJARAH

PERKEMBANGAN DAN
IDE PENERAPAN PIDANA
KERJA SOSIAL

A. Perkembangan dan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Dunia

Pidana kerja sosial telah ada sejak abad pertengahan,
terutama di Jerman, dimana mereka yang melakukan kejahatan
dan diberi hukuman tetapi tidak mampu membayarnya
diharuskan melakukan pengabdian masyarakat. Di negara-
negara Eropa termasuk Jerman, Swiss, Italia, dan Norwegia,
hukuman kerja sosial mulai diterima sebagai alternatif hukuman
penjara dan hukuman dalam hukum pidana pada akhir abad ke-
19 dan awal abad ke-20.3* Pada awal 1890-an, muncul gerakan
reformasi yang menekankan pentingnya perubahan dalam
pelaksanaan pidana, terutama terkait narapidana wanita dan
anak-anak di sistem penjara.

Gerakan reformasi ini mefokuskan kegiatan narapidana
dengan kerajinan tangan dan tugas-tugas lain yang bermanfaat
sehingga para tahanan sibuk dan dapat dibayar untuk pekerjaan
mereka. Tujuan dari gerakan reformasi adalah untuk membuat
penjara lebih berfungsi daripada sebelumnya. Perkembangan
terbesar dalam konsep pemasyarakatan yaitu lahirnya lembaga
terbuka (open prison) yang berusaha mempererat hubungan
narapidana dengan Masyarakat serta memperkenalkan mereka

34 Jskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai
Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,”
Jurnal Media Hukum 24, no. 2 (2017): 105-114.
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BAB
KONSEP PIDANA

KERJA SOSIAL

A. Pengertian Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial terdiri dari dua unsur, yakni pidana
dan aktivitas sosial. Secara etimologis, istilah "pidana" merujuk
pada kata "straf' dalam bahasa Belanda, yang kerap diartikan
sebagai sanksi. Meskipun demikian, kata "pidana" lebih cocok
digunakan karena telah lazim dalam penggunaannya dan
merujuk pada terjemahan dari kata "recht," yang dalam konteks
yang lebih spesifik mengacu pada hukum pidana. 3 Beberapa
ahli mengemukakan pandangan mereka tentang pengertian
pidana, di antaranya: ®* a) Sudarto mendefinisikan pidana
sebagai penderitaan yang disengaja diberikan kepada seseorang
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu. b) Fitzgerald menyatakan bahwa pidana adalah
penderitaan yang diberikan oleh otoritas sebagai hukuman atas
suatu pelanggaran. c¢) Ted Honderich menyebutkan bahwa
pidana adalah penderitaan yang diberikan oleh pihak
berwenang (yang melibatkan pencabutan atau penderitaan)

6 Gatot Sugiharto, “Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja
Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Novelty 7,
no. 3 (2016): 83-96.

64 Lise Yolanda, “EKSISTENSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI
SANKSI PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP
INDONESIA” (Repository UlI, 2016).him 60.
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BAB | STRATEGI DAN FAKTOR
YANG MEMENGARUHI
PENERAPAN KERJA
SOSIAL

A. Strategi Penerapan Sanksi Kerja Sosial

Sanksi kerja sosial adalah konsep yang terinspirasi dari
pidana kerja sosial yang diterapkan di beberapa negara. Dalam
konteks Indonesia, filosofi pidana kerja sosial ini merujuk pada
Pancasila yang mengandung nilai-nilai seperti nilai Ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, musyawarah/demokrasi, serta nilai-
nilai keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam menetapkan
kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial
sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, yang mencakup nilai kerja keras
sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Selain itu,
pidana kerja sosial juga sesuai dengan sila kedua yang
mengandung nilai pengakuan terhadap martabat manusia.
Manusia dituntut untuk bertindak adil dan menghormati hak
asasi manusia lainnya. Hal ini tercermin dalam penempatan
terpidana di tempat kerja sesuai dengan keterampilan dan bakat
mereka, tanpa merampas kemerdekaan mereka, dan
mendapatkan bimbingan dari petugas yang kompeten.

Penerapan sanksi kerja sosial merupakan implementasi
dari konsep double track system yang mempertimbangkan pelaku
dan perbuatannya (daad-daader straafrecht). Jenis sanksi yang
ditetapkan tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga
sanksi tindakan. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis
sanksi ini pada posisi yang setara. Kedua sanksi ini memiliki
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